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a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan

b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir
RPJMD.

Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Ayat (1)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas waktu, rancangan Renstra SKPD
dapat disusun terlebih dahulu, tanpa harus menunggu terbitnya Surat
Edaran Gubernur tentang penyusunan Renstra SKPD. Dasar yang
digunakan adalah tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan evaluasi
capaian kinerja tahun- tahun lalu.

Ayat (2)

Permasalahan dan isu strategik yang berhubungan dengan tugas dan
fungsi SKPD digunakan sebagai salah satu dasar perumusan
permasalahan pembangunan dan isu strategik rancangan awal RPJMD.

Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Ayat (1)

Surat Edaran Gubernur digunakan sebagai dasar dalam perumusan
kegiatan prioritas, juga untuk menyelaraskan kembali visi, misi, tujuan,
dan sasaran Renstra SKPD.
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Ayat (2)
Pembahasan Rancangan Renstra SKPD dengan seluruh unit di
lingkungan SKPD dimaksudkan antara lain agar penerjemahan program
prioritas menghasilkan rumusan kegiatan prioritas yang paling relevan
dan terkait dengan pencapaian outcome dari program prioritas dimaksud
dan tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan
RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD
lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Berpedoman pada RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan:

- Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program
pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD; dan

- Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan
rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD



Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Ayat (1)

-85 -

Konsultasi publik dilaksanakan melalui forum publik dan penjaringan
aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal yang dilaksanakan oleh
Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan
pembangunan. Konsultasi publik juga dapat diarahkan untuk menggali
permasalahan pembangunan dari sudut pandang pemangku
kepentingan pembangunan (customer perspective).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Surat Edaran Sekretaris Daerah memuat agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi RKPD, sekaligus
batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD/UKPD kepada kepala
Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang
Kelurahan antara lain adalah perwakilan dari unsur Tokoh masyarakat,
Tokoh agama, Tokoh pemuda, Kelompok perempuan/PKK, Posyandu,
Jumantik, LSM, Media, RW, RT, Pedagang, pengusaha dan unsur
lainnya sesuai kebutuhan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam
pelaksanaan musrenbang Kecamatan, mencakup:

a. usulan rencana kegiatan pembangunan yang tertuang dalam
berita acara musrenbang kelurahan yang akan menjadi kegiatan
prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;

b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum’
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam
pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten, mencakup:

a. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat
kepada pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
pada Musrenbang Kecamatan;
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b. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

c. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan
prioritas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Diantara perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada
Musrenbang Kota/Kabupaten adalah para delegasi yang telah dipilih
pada Musrenbang Kecamatan.

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam
pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD, mencakup:

a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi
dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan
nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang
Kota/Kabupaten;

b. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

c. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan
pendanaan; dan

d. sinergi dengan RKP.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
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Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasl 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Mengacu pada Rancangan Awal RKPD dimaksudkan menjadi acuan
perumusan kegiatan prioritas, indikator kinerja dan dana indikatif dalam
Renja SKPD/UKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada
Rancangan Awal RKPD.

Huruf b

Mengacu pada Renstra SKPD dimaksudkan menjadi acuan penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD
yang disusun ke dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD, selaras dengan
Renstra SKPD.

Huruf c

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan
alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD
berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD/UKPD tahun-tahun sebelumnya.

Huruf d

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dimaksudkan menjadi
acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD/UKPD
sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Huruf e

Berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang berasal dari masyarakat
dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan
Renja SKPD/UKPD dengan mengakomodir usulan masyarakat yang
selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan
Awal RKPD.



Pasal 79
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Cukup jelas

Pasl 80

Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)

Pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD, mencakup:

a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan
hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;

b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;

c. penyelarasan program dan kegiatan antar-SKPD dalam rangka
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD; dan

d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD/UKPD,
sesuai dengan Surat Edaran Gubernur.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)

Yang dimaksud pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD antara lain terdiri dari
delegasi yang ditunjuk dalam Musrenbang Kecamatan, pemangku
kepentingan sektoral, Anggota DPRD, LSM, Media, tokoh masyarakat
tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, organisasi masa dan
organisasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas
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Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Suatu sistem informasi diwujudkan dalam bentuk software atau aplikasi
yang secara efisien dan efektif dapat memenuhi fungsi penyediaan dan
pengolahan data pada tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan
pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 88

Keterhubungan antara sistem informasi perencanaan pembangunan
daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bersifat dua
arah dimana output dari satu sistem informasi dapat menjadi input bagi
sistem informasi lainnya, begitu sebaliknya. Keterhubungan tersebut
dapat diwujudkan dalam pengembangan satu software atau aplikasi
secara integratif. Dalam hal, software dimaksud berdiri sendiri (stand-
alone) maka harus ada komunikasi data secara on-line antara kedua
sistem untuk mencapai tingkat efesiensi dan efektivitas yang diinginkan

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Kerangka studi dan instrumen analisis suatu penelitian lapangan harus
efektif menunjang kebutuhan data kinerja pembangunan dari berbagai
perspektif/aspek dan dapat dilakukan sebelum tahap penyusunan
dokumen perencanaan dimulai. Penelitian lapangan yang dilakukan

harus mampu meningkatkan pemahaman bagi aparatur terkait dengan
permasalahan dan isu-isu strategis serta kinerja pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 91
Ayat (1)

Penggunaan dan ketersediaan data dan informasi kinerja periode
sebelumnya menentukan sejauhmana standard operating procedure
(SOP) pengolahan data dan informasi pembangunan telah secara baik
dilakukan. Dalam hal perumusan dokumen perencanaan, dimungkinkan
terjadi time-lag antara periode dokumen yang direncanakan/disusun
dengan periode dokumen/hasil rencana yang akan ditelaah, dimana
satu tahun dari perencananaan yang akan dibuat belum selesai atau
masih dilaksanakan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)

Analisis keuangan daerah dilakukan pada tahap awal penyusunan
dokumen untuk memberikan pengertian bahwa perencanaan dan aspek
pendanaan (yang tersedia/disediakan) sama pentingnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Komitmen untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah harus
jelas dan menjadi bagian dari mindset di tingkat pengambil keputusan
agar dana pembangunan (belanja langsung) semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Segala kebijakan yang mengakibatkan turunnya
kapasitas riil keuangan daerah harus dicermati lebih baik.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan terhadap:
- Prioritas | . Program prioritas untuk mencapai visi dan misi
gubernur;
- Prioritas Il : Program prioritas untuk penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah lainnya (program SKPD/UKPD
dan kewilayahan);

- Prioritas Il : Belanja lain yang besarnya disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah menurut peraturan
perundangan;
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Baik program prioritas | maupun prioritas |l, pada dasarnya
dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD penanggungjawabnya.
Adapun, pengalokasian dana bagi prioritas Ill harus mempertimbangkan
atau mendahulukan kecukupan bagi pendanaan prioritas | dan |l
terlebih dahulu.

Ayat (3)

Koordinasi yang dilakukan oleh BPKD dalam menghitung kapasitas riil
keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan proyeksi
pendapatan daerah semaksimal mungkin dan proyeksi belanja seefisien
mungkin.

Dalam hal penentuan proyeksi pendapatan, BPKD menentukan
kebijakan plafon pendapatan daerah terhadap Dinas Pelayanan Pajak
dan SKPD penerima pendapatan lainnya.

Dalam penentuan proyeksi pengeluaran wajib, mengikat, dan prioritas,
BPKD menentukan kebijakan batas maksimal belanja dimaksud
terhadap SKPD terkait, termasuk verifikasi data terhadap BKD dalam
menentukan proyeksi belanja yang berhubungan dengan aparatur
daerah (antara lain gaji dan tunjangan).

Ayat (4)

Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan mengurangi total
penerimaan daerah dengan pendanaan bagi pengeluaran wajib,
mengikat, dan prioritas.

Penerimaan daerah dihitung dengan menambahkan pendapatan daerah
dan penerimaan pembiayaan daerah.

Yang dimaksud belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban pada fihak ketiga.

Yang dimaksud belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja
pegawai (diluar tunjangan), telepon, air, listrik dan internet (TALI).

Yang dimaksud pengeluaran prioritas lainnya adalah belanja langsung
yang karena karakteristiknya harus dijamin keberlanjutannya seperti
belanja untuk tunjangan beasiswa PNS dan sejenisnya.

Pasal 94
Ayat (1)

Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya bertujuan agar
tercipta keterpaduan pembangunan daerah baik antar pemangku
kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan yang memiliki
hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan
daerah.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Identifikasi kebijakan nasional dilakukan untuk sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian
terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi
pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan
anggaran.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1)

Perumusan permasalahan pembangunan dan perumusan isu-isu
strategik bersifat saling melengkapi guna meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan untuk
mencapai visi dan misi pembangunan, baik untuk jangka panjang dan
menengah serta terjemahannya secara tahunan pada prinsipnya
adalah permasalahan yang digunakan untuk analisis pada prioritas |.
Sedangkan, permasalahan pembangunan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya adalah permasalahan
yang digunakan untuk analisis pada prioritas 1.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)

Perumusan permasalahan dalam penyusunan Renstra-SKPD dan
Renja-SKPD/UKPD, diwujudkan dalam analisis isu-isu penting yang
berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
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Cukup jelas
Ayat (3)

Suatu perencanaan pembangunan harus secara visioner menghasilkan
identifikasi lingkungan pembangunan dimasa datang melalui analisis
terhadap isu-isu strategis yang berdampak bagi kualitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis yang
berdampak positif (peluang) dimasa datang harus dimanfaatkan
semaksimal mungkin; dan sebaliknya, yang berdampak negatif
(ancaman) dimasa datang harus diantisipasi sedini mungkin untuk
mengurangi dampak buruk bagi pembangunan dan layanan kepada
masyarakat.

Pasal 98
Ayat (1)
Kriteria dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:
i. Kriteria visi adalah:

a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan
yang ingin dicapai,

b. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu
strategis yang perlu diselesaikan;

c. Menjelaskan/mengakomodasi kekuatan dan peluang serta
keunikan kompetitif yang dimiliki daerah; dan

d. Mengambarkan nilai-nilai kunci (core values) yang perlu
dilaksanakan.

ii. Kriteria misi adalah:

a. Menunjukan dengan jelas komitmen pemerintah daerah dalam
rangka mewujudkan visi;

b. Disusun dengan Memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis eksternal dan internal daerah;

c. Mengandung rumusan misi yang lebih luas jangkauan dan
skala untuk menangungi prioritas program pembangunan; dan

d. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas,
sederhana dan mudah diingat.

Ayat (2)

Visi dan misi pembangunan jangka panjang dirumuskan bersama
seluruh stakeholders pembangunan daerah.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah diambil dari visi dan misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Visi dan misi SKPD dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
terkait.

Pasal 99
Ayat (1)
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Keterhubungan visi dan misi Gubernur terpilih terhadap visi dan misi
RPJPD berdasarkan pencapaiannya terhadap sasaran pokok RPJPD
periode berkenaan.

Ayat (2)

Keselarasan visi dan misi SKPD terhadap visi dan misi RPJMD
terhubung secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 100
Ayat (1)

Aristektur kinerja pembangunan daerah yang terhubung kepada tiap
penanggung jawab kinerja harus selaras dengan organisasi, tugas dan
fungsi perangkat daerah serta manajemen birokrasi pada umumnya.

Ayat (2)

Keterkaitan dan saling pengaruh dalam sistem perencanaan
pembangunan diwujudkan dalam pemahaman bahwa keberhasilan
pembangunan jangka 20 tahunan diperoleh dan didukung dari
keberhasilan pembangunan tiap Gubernur dalam pembangunan 5 (lima)
tahunan. Begitu pula keberhasilan pembangunan lima tahunan

ditentukan oleh seberapa berhasil implementasinya dalam
pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 101

Ayat (1)

Sasaran pembangunan ditetapkan baik dalam jangka panjang dan
jangka menengah.

Sasaran pembangunan jangka panjang ditetapkan baik untuk jangka
waktu 20 tahun maupun pentahapannya di 5 (lima) tahunan dalam
bentuk sasaran pokok.

Kriteria dalam perumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1. Kiriteria tujuan adalah:

a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
yang telah ditetapkan dengan Memperhatikan visi;

b. untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa
tujuan; dan

c. disusun dengan Memperhatikan isu-isu strategis daerah.
2. Kiriteria sasaran adalah:
a. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

b. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa
sasaran; dan

c. disusun dengan memperhatikan aspek keterukuran dan
kemampuan mencapainya.
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Arsitektur kinerja pembangunan merupakan urutan kinerja dari tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan yang ditunjukkan dalam satuan kinerja
impact, outcome, dan output yang terukur, membentuk satu kesatuan
alur pikir yang saling terhubung serta kejelasan penanggungjawabnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka
panjang adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang
daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah
yang telah disepakati;

- Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai
masing-masing misi; dan

- Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk
setiap periode RPJMD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Program pembangunan daerah merupakan program prioritas yang
berhubungan langsung dengan visi dan misi RPJMD yang dihasilkan
dari proses perumusan strategi melalui kebijakan umum.

Pasal 105
Ayat (1)

Daftar (nomenklatur) program dan kegiatan prioritas disusun dengan
merujuk pada peraturan perundang-undangan dan dikembangkan lebih
lanjut sesuai kondisi, kebutuhan riil, dan permasalahan pembangunan
serta isu-isu strategis daerah.

Ayat (2)

Standarisasi penamaan program dan kegiatan prioritas dibutuhkan
untuk memudahkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasinya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari
APBD dimaksudkan bahwa ketersediaan dana dari APBD merupakan

basis utama perencanaan pembangunan.
Ayat (2)

Pencantuman sumber pendanaan di luar APBD dalam dokumen
perencanaan daerah bukan keharusan dan disesuaikan dengan
kebutuhan informasi serta mempertimbangkan karakteristik sumber
dana dimaksud. Dalam hal, sumber pendanaan di luar APBD
merupakan amanat (target) kinerja (misal, jumlah rupiah target investasi
daerah di suatu periode/tahun) dari suatu program atau kegiatan priorias
maka sumber pendanaan tersebut wajib dicantumkan di indikator target
kinerja.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Indikator kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan tidak dimaksudkan bermakna sebagai (klaim) capaian
pembangunan oleh sebab aktivitas pemerintahan daerah semata.
Sebagai pengemban amanat yang diberikan masyarakat, kinerja
pembangunan harus dimotori oleh penyelenggara pemerintahan daerah;
bahu membahu bersama masyarakat, pelaku ekonomi, dan seluruh
stakeholder pembangunan pada umumnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan maka forum konsultasi
publik harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan
proses pendalaman materi melalui forum vyang lebih terbatas.
Pemahaman peserta forum terhadap permasalahan pembangunan dan
isu-isu strategik daerah sangat penting.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 112

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyusunan dokumen
perencanaan dengan menempatkan kertas kerja sebagai dasar
penyajian dokumen perencanaan yang mampu menjelaskan dasar
kebijakan dan pilihan-pilihan alternatif tindakan yang (akhirnya) diambil.

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)
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Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tatacara penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan dapat dibuat secara terpisah
maupun keseluruhan dalam satu peraturan.

Ayat (2)

Peraturan Gubernur tentang tatacara pengendalian dan evaluasi
dokumen perencanaan pembangunan dapat dibuat terpisah atau satu
kesatuan dengan ketentuan tentang tatacara penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Dalam rangka menyiapkan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini, Bappeda dapat melakukan kajian atau evaluasi yang
mendalam terhadap sistem atau praktik yang berjalan (existing system)
demi mendapatkan rekomendasi yang komprehensif bagaimana
seharusnya materi peraturan gubernur nanti disusun.

Pasal 117
Ayat (1)

Penganggaran dalam konteks keterpaduan dengan sistem perencanaan

pembangunan daerah Memperhatikan beberapa hal:

a. anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan
menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki
masyarakat;

b. anggaran memiliki fungsi utama untuk mencapai keseimbangan
ekonomi makro dalam perekonomian; dan

c. anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi
ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal yang mungkin
terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)
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Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
Pemerintah dengan pemerintah daerah;

b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;

c. teknis penyusunan APBD; dan

d. hal-hal khusus lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, Bappeda membuat draft
rancangan KUA dan rancangan PPAS dan dibahas dengan BPKD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD bertujuan agar
menghasilkan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai dasar
penyusunan RAPBD yang lebih optimal sehingga sasaran-sasaran
RPJMD yang telah ditetapkan dapat dicapai. Apabila sampai dengan
batas waktu yang telah ditetapkan belum menyampaikan saran dan
pendapat dimaksud, maka dapat disampaikan pada saat perubahan
APBD.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas
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Pasal 124

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas
Pasal 127

Cukup jelas
Pasal 128

Cukup jelas
Pasal 129

Cukup jelas
Pasal 130

Cukup jelas
Pasal 131

Cukup jelas
Pasal 132

BPK atau KPK dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD
dapat menjadi narasumber/tenaga ahli yang memberikan masukan
sebagai bahan penyempurnaan.

Pasal 133

Cukup jelas
Pasal 134

Cukup jelas
Pasal 135

Cukup jelas
Pasal 136

Cukup jelas
Pasal 137

Cukup jelas
Pasal 138

Cukup jelas
Pasal 139

Cukup jelas
Pasal 140

Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 142

Cukup jelas
Pasal 143

Cukup jelas
Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasal 148

Cukup jelas
Pasal 149

Cukup jelas
Pasal 150

Cukup jelas
Pasal 151

Cukup jelas
Pasal 152

Cukup jelas
Pasal 153

Cukup jelas
Pasal 154

Cukup jelas
Pasal 155

Cukup jelas
Pasal 156

Cukup jelas
Pasal 157

Cukup jelas
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Pasal 158

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
merupakan mekanisme yang dibangun secara utuh dengan tahap
penyusunan dokumen sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, melibatkan aspek perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163

Ayat (1)

Deputi memberi masukan kepada Kepala Bappeda dalam pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan yang berhubungan dengan
kedudukan DKI sebagai lbukota NKRI atau hal-hal lain yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Deputi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 164

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dari tahap
penyusunan rancangan awa! sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional,

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
daerah lainnya;

c. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan
prioritas pembangunan jangka panjang nasionai;

d. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah,
sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan

e. RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
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Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada
RPJPN dan Memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemantauan dan supervisi perencanaan RPJMD harus dapat menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani
dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
daerah; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah
dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan tahunan daerah provinsi.

Pasal 167

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi perencanaan
Renstra SKPD.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan,
serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam
menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program,
kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD/UKPD; dan

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam
tujuan dan sasaran Renja SKPD/UKPD.

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal
sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD harus dapat menjamin
perumusan:

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan
RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah vyang
ditetapkan dalam RPJMD provinsi;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD,
sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan
dalam RPJMD;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD,
sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama
program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah
provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi;

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun
RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan
nasional; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
Pasal 170
Ayat (1)

Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan
supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja
SKPD/UKPD ditetapkan.

Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan,
sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD/UKPD,
berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan
Renstra SKPD.

Pasal 171
Ayat (1)

Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap
ketidaksesuaian/penyimpangan perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD,
dan RKPD melalui koordinasi dengan kepala SKPD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas



- 106 -

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan
RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang daerah telah dipedomani dalam
merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Ayat (1)
Pengendalian pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam
RKPD, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan
yang dilaksanakan melalui APBD; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas
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Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Ayat (1)
Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran
RPJMD; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Ayat (1)
Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan
RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD; dan
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b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang
direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas
serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

c. evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat
dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah
dan pembangunan jangka menengah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196
Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-
SKPD/UKPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target
indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan
kendala yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program,
kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja
SKPD/UKPD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta

prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Ayat (1)



- 109 -

Capaian kinerja adalah tolok ukur prestasi kerja yang akan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan
prioritas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 204

Ayat (1)

Keberadaan sistem pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin
kesinambungan pengukuran, objektivitas, dan transparansi terhadap
metode serta hasil pengukuran kinerja.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 205

Ayat (1)

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan yang dicapai pada
setiap sasaran serta program dan kegiatan prioritas. Indikator kinerja
dipisahkan antara leading indicators dan lagging indicators.

Target kinerja adalah rencana (capaian) kinerja di setiap indikator
kinerja yang ditentukan/dipilih atas suatu sasaran serta program dan
kegiatan prioritas. Target kinerja ditentukan dengan melihat capaian
kinerja diawal periode perencanaan dan program atau kegiatan prioritas
yang akan memengaruhi (termasuk eksternalitas lainnya).

Ayat (2)

Arsitektur kinerja secara berjenjang harus jelas hubungan dan
penanggungjawabnya, sesuai dengan tingkatan organisasi dan
kewenangan di dalamnya hingga tingkat unit kinerja terkecil dalam
organisasi (personal scorecard)

Pasal 206
Ayat (1)

Indikator sasaran (impact) yang menjadi tolok ukur keberhasilan
(tanggungjawab) Gubernur adalah indikator makro pembangunan yang
paling luas cakupan dan pengaruhnya bagi tujuan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah dikaitkan dengan visi dan misi
RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 207
Cukup Jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210

Ayat (1)

Kedudukan data dan informasi kinerja sangat penting dalam menilai
keberhasilan kinerja penyelenggaran pemerintah dan secara bertahap
harus terus disempurnakan.

Ayat (2)

Penggunaan hasil penilaian indikator kinerja sebagai salah satu
pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan kebijakan
pegawai daerah harus jelas strategi dan tahapan implementasinya untuk
meningkatkan kesadaran atas arti penting kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Tahapan dan penentuan pihak-pihak yang mendapatkan penghargaan
harus disosialisasikan secara memadai melalui media yang dapat
diakses dengan mudah untuk memberikan dorongan positif bagi pola
pikir (mindset) dan perilaku aparatur daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213

Penetapan perubahan RPJMD yang dimaksud dalam pasal ini adalah
melalui RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 214
Cukup jelas
Pasal 215
Ayat (1)
Penetapan perubahan RKPD oleh akibat perbedaan dengan KUA

PPAS dan APBD yang ditetapkan, dapat dibuat sekaligus pada tahap
perubahan APBD.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Cukup jelas

Pasal 218
Cukup jelas

Pasal 219
Cukup jelas
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